BAB 11
DASAR TEORI

A. Standar Akuntansi Keuangan
1. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan merupakan pengumuman resmi yang
dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Standar Akuntansi Keuangan
memuat konsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman
umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan tertentu.
Standar ini dapat diterapkan sepanjang masih relevan dengan keadaan
perusahaan yang bersangkutan.

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan
Standar Akuntansi Keuangan yaitu IAl. Indonesia juga telah memiliki
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang
merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan
keuangan bagi para pemakai eksternal. Terdapat pertentangan antara
kerangka dasar dan Standar Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar
Akuntansi Keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka
dasar. Kerangka dasar dimaksudkan sebagai acuan bagi Komite Penyusun
Standar Akuntansi Keuangan dalam mengembangkan Standar Akuntansi
Keuangan di masa datang dan dalam peninjauan kembali terhadap Standar
Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka banyaknya kasus konflik

tersebut akan berkurang dengan berjalannya waktu (1Al:2016).
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2. Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang
relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota
organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi
organisasi nirlaba. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba
memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai (1Al; 2016) :

1) Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk
terus memberikan jasa tersebut.

2) Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari
Kinerja mereka.
Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk Catatan atas Laporan

Keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

1) Jumlah dan sifat aset, kewajiban, dan aset neto suatu organisasi.

2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai
dan sifat aset neto.

3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu
periode dan hubungan antara keduanya.

4) Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan Kkas,
memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang
berpengaruh pada likuiditasnya.

5) Usaha jasa suatu organisasi.
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Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba
Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut

adalah sebagai berikut (Mardiasmo;2009) :

a. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan
informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber
daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan
keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.

b. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon
penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya
dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis
serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.

c. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon
penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya
dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan
tanggung jawab pengelolaan serta aspek Kinerja lainnya.

d. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban,
data kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi,
peristiwa dari kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan
kepentingan sumber daya tersebut.

e. Memberikan informasi mengenai Kinerja organisasi selama satu
periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan

keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta
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informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara
bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk
menilai Kinerja.

f. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh
dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan
pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang
dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.

g. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai

dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

3. Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 merupakan
standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba
sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk
memperoleh laba. Perbedaan terletak pada cara organisasi memperoleh
sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas
operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber daya dari sumbangan para
anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun

dari organisasi yang bersangkutan (Hendrawan;2011).

4. Tujuan PSAK No. 45
Bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba.

Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan entitas
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nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki

daya banding yang tinggi.

. Ruang Lingkup

PSAK No. 45 berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh

entitas nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a)

b)

Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak
mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang
sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba,
dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak
dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti
bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan,
atau di tebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan
proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi
atau pembubaran entitas nirlaba.

PSAK No. 45 dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan unit-

unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan untuk entitas nirlaba terdiri atas laporan posisi

keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas
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laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan
keuangan untuk entitas bisnis pada umumnya.

Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan
dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Pengaturan yang tidak diatur
dalam Pernyataan ini mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas

yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

Unsur-Unsur Laporan Keuangan Nirlaba

Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan No. 45 meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan
informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset neto dan informasi
mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu

tertentu.

Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama
pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat
membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-
pihak lain untuk menilai:

a) kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara

berkelanjutan dan
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b) likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi
kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan
dan harus menyajikan total aset, kewajiban dan aset neto.

Laporan Aktivitas
Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi

mengenai:

(a) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan
sifat aset neto,

(b) hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain,

(c) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai
program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang
digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan
keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota
entitas nirlaba, kreditur dan pihak lainnya untuk:

(a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode,

(b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba

dan memberikan jasa,

(c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan
menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode.

Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto

atau ekuitas dalam posisi keuangan.
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3. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi

mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

Penyajian arus kas masuk dan keluar harus digolongkan ke dalam

tiga kategori yaitu sebagai berikut.

1)

2)

Aktivitas Operasi

Dalam kelompok ini adalah penambahan dan pengurangan
arus kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan
operasional lembaga. Contoh yang mempengaruhi arus kas operasi
adalah sebagai berikut.

a) Surplus atau defisit lembaga (datanya diambil dari laporan
aktivitas).

b) Depresiasi atau penyusutan (karena depresiasi dianggap
sebagai biaya, namun tidak terjadi uang kas keluar) setiap
tahun.

c) Perubahan pada account piutang lembaga.

d) Account (perkiraan buku besar) lain seperti: persediaan, biaya
dibayar di muka dan lain-lain.

Aktivitas Investasi

Termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan
dan pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi lembaga.

Investasi dapat berupa pembelian/penjualan aset tetap,
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penempatan/pencairan dana deposito atau investasi lain. Beberapa

contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah :

a. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud,
dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan
yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri;

b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan,
serta asset tidak berwujud dan asset jangka panjang lain.

3) Aktivitas Pendanaan
Termasuk dalam kelompok ini adalah perkiraan yang
terkait dengan transaksi berupa penciptaan atau pelunasan
kewajiban hutang lembaga dan kenaikan/penurunan aset neto dari
surplus-defisit lembaga.
4. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan bagian yang tidak
terpisah dari laporan-laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar
seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui
pembacanya sudah diungkapkan.
Catatan atas Laporan Keuangan dapat berupa:
1) Perincian dari suatu perkiraan yang disajikan, misalnya aset tetap;
2) Kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan
serta tarif yang digunakan untuk aset tetap lembaga, metode
pencatatan piutang yang tidak dapat ditagih serta presentase yang

digunakan untuk pencadangannya. (1Al, 2016).
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7. Pernyataan PSAK No. 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk memfasilitasi seluruh
organisasi nirlaba. Dalam PSAK karakteristik entitas nirlaba ditandai
dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utama (aset),
penyumbang bukan pemilik entitas dan tak berharap akan hasil,

imbalan atau keuntungan komersial.

Entitas nirlaba juga dapat berutang dan memungkinkan
pendapatan dari jasa Yyang diberikan kepada publik, walaupun
pendapatannya tidak dimaksud untuk memperoleh laba. Dengan
demikian, entitas nirlaba tidak pernah membagi laba dalam bentuk
apapun kepada pendiri/pemilik entitas. Laporan keuangan entitas nirlaba
bertugas mengukur jasa atau manfaat entitas dan menjadi sarana
pertanggungjawaban pengelola entitas dalam bentuk pertanggung
jawaban harta-utang (neraca), pertanggungjawaban kas (Arus Kas), dan
Laporan Aktivitas.

Terikat dengan misi entitas, maka pendapatan utama disajikan
bruto, sedang pendapatan investasi disajikan secara neto setelah
dikurangi beban investasi. Informasi tercapainya program amat penting
dalam laporan keuangan, yang menggambarkan efektivitas beban dan
manfaat yang dirasakan penikmat jasa utama entitas. Arus kas amat
penting menggambarkan kualitas prrtanggungjawaban manajemen

keuangan di mata para donatur.
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Begitu pentingnya donatur sehingga sumbangan bukan kas perlu
dipaparkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang
memberi harkat khusus CALK dalam laporan keuangan nirlaba setara

dengan Neraca dan Laporan Kegiatan.

B. Standar Akuntansi Pemerintah
1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi
Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri
atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta peningkatan kualitas LKPP

dan LKPD.

2. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Standar Akuntansi Pemerintah
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,
dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara

langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-
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LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a)

b)

d)

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah
lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran
yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu
dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,
yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan
untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman

dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan



21

untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman

kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi

kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur

yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a)

b)

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi pemerintah.
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c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah.

Laporan Operasional.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi
yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh
pemerintah  pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup
secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-
LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur
dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang
dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan
lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada

di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
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5. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir
kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang
dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan
pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara
Umum Negara/Daerah.
b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari
Bendahara Umum Negara/Daerah.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan
Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang

dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang
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diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan

untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan

atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan

hal-hal sebagai berikut:

a)

b)

d)

9)

Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan
Entitas Akuntansi;

Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan
ekonomi makro;

Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;

Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang
disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan;

Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan.
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C. Badan Layanan Umum
1. Pengertian Badan Layanan Umum
Sesuai dengan pasal 1 butir 23. Undang-undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan:
“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas”.
Secara spesifik karakteristik organisasi yang merupakan Badan
Layanan Umum, yaitu:
1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari
kekayaan negara.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
3. Tidak mengutamakan pencarian laba.
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala
korporasi.
5. Rencana kerja,anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan
pada instansi induk.
6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan

secara langsung.
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7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai
negeri sipil.
8. BLU bukan subyek pajak.

2. Tujuan dan Asas Badan Layanan Umum

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan

praktek bisnis yang sehat. Adapun asas-asas dalam BLU adalah

a) BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/
lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum
yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan
oleh instansi induk yang bersangkutan.

b) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU
tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah
sebagai instansi induk.

c) Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota bertanggung
jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum
yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang

dihasilkan.



d)

9)
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Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan
kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota.
BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian
keuntungan.

Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU
disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja
kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.

BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan

praktek bisnis yang sehat.

Persyaratan Badan Layanan Umum

Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola

keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif,

teknis, dan administratif.

1.

Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang
bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan
dengan:

a) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

b) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan

perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
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c) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi

dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
2. Persyaratan teknis terpenuhi apabila:

a) kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak
dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU
sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/ pimpinan lembaga/
kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan

b) kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah
sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan
BLU.

3. Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang
bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:

a) pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan Kinerja pelayanan,
keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;

b) pola tata kelola;

C) rencana strategis bisnis;

d) laporan keuangan pokok;

e) standar pelayanan minimum; dan

f) laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara
independen.

Dokumen tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan
lembaga/kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan sebelum

disampaikan kepada Menteri Keuangan/ gubernur/bupati /walikota, sesuali
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dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
administratif diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan /gubernur/
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum

Dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi
Badan Layanan Umum yang mengacu pada standar akuntansi yang
berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur
ketentuan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Badan
Layanan Umum. Berdasar pertimbangan hal inilah Menteri Keuangan
Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum.
Rumah Sakit Pemerintah Berstatus Badan Layanan Umum

Istilah Badan Layanan Umum muncul setelah ditetapkannya
Undang- Undang no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang
ditetapkan sesuai dengan semangat reformasi dan otonomi daerah. Misi
refomasi keuangan ditujukan pada akuntabilitas dan transparansi keuangan
yang professional. Dengan penetapan rumah sakit pemerintah menjadi
Badan Layanan Umum diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi.



